B. Saran
Bedasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan terdapat beberapa saran
yang penulis ajukan yaitu:

1. Diperlukan suatu sosialisasi yang lebih efisiensi agar partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa lebih berjalan secara maksimal.

2. Diperlukan suatu partisipasi masyarakat dalam peningkatan program
APBDesa yang telah ditetapkan oleh kepala desa sesuai dengan aspirasi
masyarakat desa Adiwerna untuk mewujudkan desa  yang lebih
transparansi dan akuntabilitas.

3. Dengan peningkatan pengawasan serta kapasitas seluruh pemangku
kepentingan di desa, diharapkan terjadi perbaikan tata kelola pemerintahan
desa serta pengawalan implementasi Undang-Undang Desa dapat berjalan

dengan baik.
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